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ABSTRAK 

 
Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana 

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Keerom”, penelitian ini bertujuan untuk 

Untuk Mengetahui penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala daerah Tahun 2020 di Kabupaten 

Keerom dan Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah  daerah dalam 

penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Keerom.  

Dalam penelitian ini menggunkanan Tipe Penelitian Normatif Empiris dimana tipe 

penelitan ini mengkaji permasalahan tentang penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah 

tahun 2020 Di kabupaten keerom. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala 

Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Keerom yaitu penanganan dalam permasalahan Tindak pidana 

Terkait dengan tindak pidana pilkada ini, belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dibuktikan 

dengan masih adanya penanganan Tindak Pidan Pilkada 2020 dikabupaen Keerom yaitu adanya 1 

(satu) laporan dan 1 (satu) temuan yang telah diproses dalam penanganan pilkada trsebut.. 

Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam penanganan Tindak 

Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Keerom yaitu pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 

berlangsung dengan baik walaupun dilaksanakan dimasa Pandemi covid 19. Kendala-kendala 

yang dihadapi anatara lain alam,  menyaluran logistik pilkada yang terhambat. Mulai dari terlambat 

karena cuaca ataupun masalah adanya kerusuhan yang membuat logistik sulit terdistribusi. Adanya 

masalah-masalah ketidakpahaman penyelenggara pemilu dan pemilih. Masalah penerapan 

protokol kesehatan juga sempat menjadi kendala pelaksanaan pilkada. Kendala lain yaitu dugaan 

pelanggaran tidak dapat diproses karena terbentur regulasi atau tidak memenuhi unsur-unsur yang 

dimaksud. Kendala lain yang masih ditemukana adalah angka temuan yang artinya partisipasi 

masyarakat masih sangat rendah, Tantangan lainnya, antara lain waktu penanganan pelanggaran 

pidana yang sangat singkat dibandingkan dengan pemilu. 
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